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KEPUTUSAN KEPAI-A BADAX PERUI}IAN DAN PENANATAN MODAL
KABUPATEH OGAI{ KOHERING ILIR
Nomor : 0C2/PTSP€PPH nOSSr2014

TENTANG

lztN oPERASToNAL SHA |LHU AL QURAN (SMA lQ) MUARA BARU KEC. KOTA
KAYUAGUNG

KABUPATEN OGAN KOTERING ILIR

Froar€ : a

E.erga 1

b.

c.

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAN]UAN TTIODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat
Menengah Atas Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung Dasar Surat Pengantar
UPTD Pendidikan Kecamatan Kotia Kayuagung Nomor : 420|725|UPTD.KAG/2013
Tanggal 11 September 2013 dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering llir Nomor : 420/0302/SM.ZD.Dllg2014 Tanggal 24
Februari 2014 tentang persetujuan pemberian lzin OperasionalSMA llmu AlQuran dan
sudah dilakukan verifikasi tentang kelayakan SMA Desa Muara Baru Kec.Kota
Kayuagung.
bahwa agar pelaksananan lzin Operasional SMA llmu AlQuran dapat berjalan dengan
baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta
penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, P€rlu
ditetapkan lzin Operasionalnya ;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Ogan Komering llir.

Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll dan
Kota praja di Sumatera Selatan (Lenrbaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 18211;

Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
a$7\;

3. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar
Negara Rl tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintrah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438) ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4965) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintiahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan PendkJikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lernba''an Negara Rl t{omor 5105) ;

Perahrran Menter Pendrdikan f,lasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pen*irnar B€ H:/kurn Pendilikan i'ang menyeianggarakan Pendidikan Dasar
glal4,- tl€rrenf :an Perpiakuan Penp{engBera Pendidikan Dasar dan/atau
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